BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat

diambil kesimpulan, bahwa :

1.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan menjadikan kajian Bawaslu Kota
Solok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkaranya.
Bawaslu secara institusi tidak diberikan peran dalam melakukan penetapan
tersangka, tapi dari hasil kajian Bawaslu dapat dijadikan bahan bagi
Kepolisan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan
demikian pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana
pemilu di Sentra Gakkumdu menjadi efektif dalam penegakan hukum,
sehingga keberadaan Bawaslu dalam penanganan tindak pemilu sangat

memperkuat proses penegakan hukum pemilu.

Bahwa Bawaslu Kota Solok tidak melakukan tindakan penetapan tersangka
karena tindakan penetapan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik
selaku pihak yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Dengan tidak adanya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Solok maka kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana
pemilu tidak bisa dijadikan termohon. Kedudukan Bawaslu dalam
praperadilan tindak pidana pemilu berada pada tahap awal pemeriksaan

penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu pada tahap penerimaan



laporan, melakukan proses klarifikasi, melakukan kajian dan meneruskan
laporan/temuan kepada penyidik tindak pidana pemilu disertai dengan

berkas perkara.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan, maka terdapat saran sebagai

berikut :

1.

Perlu adanya penyamaan aturan hukum terkait pengertian dan pola kerja
Sentra Gakkumdu pada ~Undang-Undang Pemilihan..Umum dengan
Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. Sehingga tidak menimbulkan
keraguan dalam pelaksanaan kerja Sentra Gakkumdu.

Perlu adanya Peraturan yang memuat lebih jelas tentang batas kewenangan
masing-masing lembaga unsur Sentra Gakkumdu dalam dalam penanganan
perka tindak pidana pemilu.

Perlu peraturan yang mengatur tentang praperadilan tindak pidana pemilu.



